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TENTANG
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RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang ao	 bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD 
Kabupaterr/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah 
terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mesuji tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Mesuji Masa Bhakti 2014-2019; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 

40	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

50	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 
Provinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaterr/Kota: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah . di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2011; 

80	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/0TDA Tanggal 22 
Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata 
Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MESUJI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Bhakti 2014-2019, 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat 
ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan 
tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh 
Gubernur. 

KEEMPAT	 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan 
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 18 tWpember 2014 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RIDHO FICARDO 
Tembusan: 
I. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinei Lampung di Bandar Lampung; 
3. Bupati Meauji di Mesuji; 
4. Inspektur Prcvinsi Lampung di Bandar Lampung. 
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LAMPI RAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/826/B.III/HK/2014 
TANGGAL : 18 NOPEMBER 2014 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014·2019
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Rumusan Raperda 
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RANCANGANPERATURAN
 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN MESUJI
 
NOMOR. TAHUN 2014
 

TENTANG
 

TATATERTIB
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN MESUJI
 

bahwa untuk mernperielas pelaksanaan tugas, lungsi dan
 
mengatur rnekanisme kerja Anggota Dewan Perwaki.an Ksky,,;
 
Daerah Kabupaten Mesuji, periu disusun Tata Tertib Dewan
 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;
 
lOahwa untuk pefaksanaan sebagaimana dimaksud pada huru:
 
a, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakllan Rakya:
 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah.
 

a. 

b. 
! 
! 
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Rumusan Penyempurnaan 
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Kop Garuda 

KABUPATEN MESUJI
 
PROVINSI LAMPUNG
 

RANCANGAN
 
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN MESUJI
 
NOMOR TAHUN 2014
 

TENTANG
 

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
DAERAH KABUPATEN MESUJI
 

MASA BHAKT12D14·2019
 

bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasa1154, 163, 165, 168, 
~':. 175, :81, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 pertu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan 
Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji; 
bahwa senubunpan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu 
menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa 
Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Mesuji; 

Keterangan 
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Kop dan Judul disempumakan 
disesuaikan ketentuan Permendagri 
Nomor 1 Tahun 2014 dan masa 
bhakti keanggotaan DPRD. 

Konsideran menlmbang 
disell1purnakan. 
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3. Diktum Mengingal Konsideran mengingal angka 1, 2, 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan 
4 danangka 5 disempumakan. 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Peraturan Penundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Konsideran mengingat angka3 dan 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
angka 8 dihilangkan. 
Pengelikan sesuai dengan hirarlli 
perundang-undangan, 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 'I 

Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Republik Indonesia Nomor 5589); 

3. URdsAg 'JFH:ji5l~§ ~IQr:iH¥ 33 Tah~R 2QQ1 tElRt6lRg PerimbaRgaR
 
KeYaRga~ GFltafG PQmBr.iRtiiih Pwsat ~aJjl PSfflBRnt6lRQJil Qaemh
 
(b:smeafQR ~I€ig:ra ReJ3E1bliIE IR9BR8sia TsAWR 2001 ~Iemer 126,
 
T6Iml;la~eR Lembeu;aR tlegara Rf=1pwblilE IAdoR8sia Nemer 1139);
 

4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tenlang Penyelenggara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 2011 Nomer 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomor 4721); Nomor 5246); 

4, Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

5. Uncanq-Undanq Nomor 2 Tanun 2008 lentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

@. 's!~~@ng ~!~.d3n~ ~lewnr 10 T . 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
ORg§Ot@ "": ,":; ....,:_~~~~~~~,~(:~gQSteflt:~g PQmili~em Umwm 

Anggota Dewan Perwaki'an Rakyat. Dewan Ferwakiian Daerah, dan 
I~aA @o" an D-p"i(:I~f21 - q~l.~':t Q6'va~ PSP!!"'kiI3~ Qae'93l~, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikRep~blil( 1~9€HH3Gi3 TQI;jl4~ 29;S':' QaeraN (LGffi~aF2I~ NQ§ara yI' Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
i 

'I'

PI.8§ar. ocpub"', 'r1S""0':, t!o",:~g: 51, Tilmllil~ilR bgmlla'ilR Republik Indonesia Nomor 5316);~I\:jea~ ~_l~_r_~~~ I:~" I r.: - S36) SebeHJ8lmQ~a telsR I 
_ '" ~CJ ~lfrJ-c§;~!1 8- 11 .... 

_ de1=8RI3A 2099 (b:-qt~- '~J "'~ R~ uR€l:R~ MaR1Sf 17 
!

~le~or Zg T e-~:- s~aFd: 14013 61 13 111: IRGe1R@sia Ta~UR 2QQQI 

, am 6 wf=lcffieaHm ~lN9Rl@f S(JgQ),€lQara Re~tJ~lik IR~i:H1esia _JI 
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a ""~, "0'''' 'Om.. " _ "., ...... ""Ii'l
P8~wsyawarataR RalEyat, gg"'a~ POP"eilEileR RahY8t. Q@W8R
 
PSP"61ltiiaR Qagra~ ijaR QewaR Psp"al:ilaFl Ra'Erat G'aefaR
 
(bembaral'l ~IQgara RsWsolik h'l€JoR8s;a TaRijR 2Q09 ~1@m8r 123,
 I 

TambiiR8R blilRd~araR rlQgara Republil( IRdoResia ~1@meF 5013) I 
seba!pimaRi tElleR aiR:lsah deRg8Fl Undang - Undang Nomor 17 , 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan I 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan I 
Perwakilan Rakyal Daerah ( Lembaran Negara RepubJik I 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara I 
Republik Indonesia Nomor 5568; i	 I 

.w.P8FiltufiiR Psm8RRtail N8r<1Sr 9, Tailw~ 20Q§ I~Rta~~ , 6. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Per<1iliilaR, PaRg8_aRa~ PeRgaRgllataR eaR P"fl1Il8Fil~RtiaR 

Ks~ala l:la~Fail eaR Wallil KB~ala b)aBrail (bBr<1lJaraR '!e~ara 

R8~w~lil( IRe8Rosia +aRwR 2095 NQr<1er 22, Tafl1g-il-R bafl10ar,m I 

NagaFa Re~u~liI( IReeRa_ia NOr<1eF 1130) _elJag-imaRa 1@laR I 
lliwlJilR lJalJera~a lIali taFaltilir daRgaR ParaluraR P@FRaRRlaR 
Nemer 19 TaRuR 2993 (b8mlJaraR N8~ara R8~U~lil( IRe8Resi­
lat=:tl:l~ 20QB Nomor 9:2, TambaR6m b:emBaFaR NegaFa Re~wblj'( 

huhn~e5iiil Plemgr 4SG5l: 

Gubemur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomer 243, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemelintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 
245.	 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5588); 

4.	 Diktum Memutuskan 
dan Menetapkan 

Ketentuan Umum 

Diktum Memutuskan tanda baca 
titik dua tanpa menggunakan spasi. 
Diktum Menetapkan 
disempumakan. 

3 dan angka 15 
serta angka 17 

I 
I ,
L~ J _I	 ~'--- ­
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Susunan dan 
Kedudukan 

3 4 5 

Pasal2 
DPRD terdiri atas 25 1dua puluh lima) orang Anggota Partai Polilik 
peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui hasil Pemilihan 
Umum. 

Pasal2 I Pasa/2 disempumakan. 
(1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puJuh lima) orang terdiri alas 

anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui 
pemilihan umum; 

(2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah; 

13) Anggota DPRD kabupatenikota adalah pejabat Daerah. 

Pasal 3 
! (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubemur 

sesM"'i dgRgB~ la~eFEl~ KPtJfd ytl:RQ sisamfjail'i8A fRelalwj iawpati, 
(2) Anggota DPRD berdomisili di Mesuji (Itl~I(8tii Kiib~~iit8RI. 

Pasal 3 
(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubemur 

sebagai wakil pemerintah pusat. 
(2) Anggota DPRD berdomisili di Kecamatan Mesuji. 
(3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir 

pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpahfjanji. 

Pasal 3 disempumakan. 

I (3) 

(4) 

I (5) 
I 

Pasa/ 4 
(1) Anggota DPRD l'aR~ baru sebelum memangku jabatannya 

mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama tl81'te~QtQR 

~a€la t9~gg31 toHiFeI/(J;;Jimya ~61S@ jabat8A 5 (lima) taf;UIR ,onggeta 
QPRQ yaAQ lems. 

(21 [;Ialam l1al ter;iQ~at Anggota DPRD yang tlQru tidiilE dQ~iit 

mengucapkan sumpahljanji tl8l'te~iitiiR deR~aR tl8JliIE~i~l'a 

maSEl jabataR i (lim]) tQ~t:JA 0r;t9fj8ta Of2RQ rem!) lema. mas; 
jaba{a~ 0 Rggete QPRQ dimahsu€f bBFalEAir BOR3amaaA €ten~QaR 

mas'" jabat9A 0Rggeta 9PRQ )'i!lA§ m9ASWGa~'(aA swmfiJa~~aAji 

secara bersama-sarna. 
Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD 
jeruc pada hari I:b"r atau hari yang diliburtan, pengucapan 
sumpahljanji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur 
atau hari yang diliburkan dimaksud. 
Anggota DPRD seoeium memangku jabatannya, mengucapkan 
sumpah/janji secara bersarna-sama yang dipandu oleh Ketua I 
Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripuma lstirnewa DPRD. . 
Da/am hal Ketua Pengadilan Negeri oernalanqan, pengucapan 
sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri 

I 

Pasal 4 
(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan 

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua 
Pengadilan Negeri da/am Rapat Paripuma DPRD. 

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri bemalangan, pengucapan 
sumpahfjanji Anggota DPRD dipandu olsh Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri. 

(3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpahfjanji 
Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan 
Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Nageri. 

(4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpahljanji 
sebagaimana dimaksuG paia svat (4) yang bersangkutan 
mengucapkan sumpahqanj dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam 
Rapat Paripuma DPRD. 

(5) Dalam hal tanggal be,akhirnya masa jabatan Anggata DPRD 
jatuh pada hari libur atau hari yang diliburtan, pengucapan 
sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah han Irbur atau 
hari yang diliburkan dimaksud. 

(6) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku 
jabatannya, rnenqucapkan sumpah/janii yang dipandu oleh 
Pimpinan DPRD dalam Rapa! Panpurna !stimewa DPRD. 

Pasal4 disempumakan. 

(, 
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(6) Dalam halWakil Ketua Pengadilan Negen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (7) Anggota DPRD pada Daerah Otonom Baru yang belum mempunyai 
berhalangan, pengucapan sumpahljanji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Pengadilan Negen mengucapkan sumpahfjanji yang dipandu oleh Ketua 
Senior pada Pengadilan Negen yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negen. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Daerah Induk. 

(7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpahfjanji dipandu 
oleh KQliJa atau IA/allil KQtua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD. 

(8) Anggota DPRD Peng9anti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, 
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh KQtUil atau Wallil Katua DPRD 
dalam Rapat Paripuma Istimewa DPRD. 

(9) Anggota DPRD pada Daerah Otonom Baru yang belum mempunyai Pengadilan 
Negen mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua dan Wakil Ketua 
Pengadilan Negen pada Daerah Induk. 

I 

Pasal 5 Pasal 5 I Pasal 
! 

5 
(1) Pengucapan sumpahfjanji P,11~§ata IElPRIEl sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Pengucapan sumpahrjanj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disempurnakan. 

4, didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. 
(2) Sumpahfjanji sebagaimana dimaksud ~alafll Pasal 4 ayat (1) ~ sebagai (2) Sumpahfjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpahlberjanji : 
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpahbenanii : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketualwakil ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan 
berpedoman pacta Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan oekerja dengan sungguh ­
sungguh. demi legaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan 
kepentingan bangsa dan negara daripada kepenlingan pribadi, seseorang, dan 
golongan; 
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi ,2'yal yang ,ay2 "lok,li untuk 
mewujudkan tUjuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia". 

(3)	 Pada waktu pengucapan sumpahljanji, untuk ~,:!¥",~,~g3"'3 ',!3'11 ~ 

dengan k<lla "Demi Allah", untuk pSfi334l1l 4g3ma K'istsil P,c~8slall!Katolik 

anggotaJ1(etuaiwakii ketua Dewan PelWakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 
sungguh -sungguh, demi legaknya kehidupan demokrasi, serta 
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan 
pribadi, seseorang, dan golongan; 
bahwa saya akan mempe~uangkan aspirasi rakyat yang saya wakili 
untuk rnewuiudkan tujuan nasional dami kepenringan banpsa dan! 
Negara Kesaluan Republik Indonesia."	 I 

(3)	 Pada waktu pengucapan sumpahljanji. untuk yang beragama Islam 
diawali dengan frasa "Derni Allah". yang beragama Knsten 
Protestan/Katolik diakhiri kata "semoga Tuhan rnenolonq saya. yang 

diakhiri kata "~ Tuhan Menolong Saya", unluk pS"9 i3R\lV l;gama Hindu I beragama Hindu diawali dengan frasa 'Om Atah Paramawisesa". yang 
didahului ~ "Om Atah Paramawisesa", untuk ~€fi§i3"Yl Agama Budha beragama Budha diawali frasa "Derni hyang Adi Budna", 
didahului katil "Demi Sanghyang Adi Budha". I (4) seteian mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani 

(4)	 Setelah mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD I~enalldalangani berita I berita acara pengucapan sumpah/janji. 
acara pengucapan sumpah/janji. 

LJl-----. -'-----------------f(	 -------" 
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7 Fraksi BAB III BAB III Judul Bab III dan Pasa/ 81 
KEG' 'QUI',} H, Sl'SUNA•• QAJllUC.a,S FRAKSI FRAKSI disempumakan. iPasal 8 Pasal 8 

(1 ) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi seRa tugas dan (1) Untuk mengoptimalkan petaksanaan rungsi, tugas dan wewenang I 
wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, DPRD serta hak dan kewajiban anggola DPRD, dibentuk Fraksi 1 

dibentuk Fraksi sebagai wadah berllimpun Anggota DPRD. sebagai wadah berllimpun Anggota DPRD. I 

I (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi. (2) Setiap anggota DPRD wajlb menjadi anggota salah satu Fraksi. 
I (3) Setiap Fraksi di OPRD beranggolakan paling sedikit sarna (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama ! 

dengan jumlah kornisi di DPRD. dengan jumlah komisi dlDPRD. 
(4) Partai Jolitik yang jum/ah Anggotanya di DPRD mencapai (4) Partai poJitik yang jumlah Anggotanya dl DPRD mencapai 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih ketentuan sebsqamana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat 
dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. membentuk 1 (satu) Fraksi. 

(5) Dalam hal partal politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak (5) Dalam hal panai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak 

1 
memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud paca ayat (3), memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

I 

anggotanya dapat bergabung dengan traksi yang ada atau anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau I 

membentuk I>raksi Gabungan. membentuk fraksi gabungan. I 

i(6) Dalam hal tidek ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) parta polilik yang mernenuhi 
persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud I 

pada ayat (3), rnaka dibentuk Fraksi Gabungan. pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi Gabungan. I(7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
danayat (6) paling banyak 2 (due) Fraksi Gabungan. dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan. I 

I 
(8) Partai pol~ik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) danayat (5) 

hanus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satul Fraksi. 
(9) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi. 
(101 Sekretanat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga 

ah/i guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan 
kebuluhan dan dengan memperllatikan kemampuan APBD. 

(11) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) 
Gar, (E) odapori<an kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan 
dalam Rapat Paripuma DPRD. 

I 
Pasal 10 

(1)	 Pimpinan Fraksi sekurang-kurangnya terdiri dan Ketua. Wakil 
Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi. 

(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) I 
hanus mendudukkan anggotanya da/am 1(satu) Fraksi. i 

(9)	 Fraksi mempunyai Sekretanat Fraksi. 
(10) Sskretanat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga 

ahl; guna kelancaran peJaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan 
kebutuhan dan dengan memperllatikan kemampuan APBD. 

(11)	 Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) 
dan 16) dilapcrkan kepaoa ;::,mpinar; DPRD untuk diumumkan 
dalam Rapat Paflpuma DPRD. 

(12)	 Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat parourna 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (11) bersitat tetap selama 
masakeanggctaan DPRD. 

Pasal 10	 Pasal 10 disempumakan, ayat (4) I 
(1)	 Dalam hal jurnlah anggola fraks! lebih dari 3 (tiga) orang, dijadikan pasal baru, dengan adanya . 

pimpinan traks; terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang penambahan pasal, urutan pasal
Iselanjutnya menyesuaikan.I dipilih dari dan oieh anggota traksi. 

y, ( 
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I 

(2) 

(3) 

Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, 
Pimpinan Fraksi terdin dan Ketua, dan 5ekretaris yang dipilih 
dan dan oleh anggota Fraksi. 
Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) gi5a",paiha~ pada Pimpinan DPRD 
dan sQlaRj'dtn)'a diumumkan kQt59Qi:1 S€lIMR3~ aR~9@t9 QPRQ 

(2) Dalam 
Fraksi 
anggol 

(3) Pimpin 
pada , 
dandi[ 

nggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan 
stua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan olen 

3ng telah terbentuk sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD 
amRapat Paripuma. 

da'amRapa! Paripuma. 
Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud iJil€Ia Pasal 8 dibantu	 I1i4l oleh 1 (satu) orang tenaga ahli )'8R§ ~G!j~§ sgQil~jt ~@P=l1=lwFl)'aj I 

II ~eFS)'iFdt8R : Ia.	 pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan
 
pengalaman keda paling singkat 5 (lima) tahun dan Strata
 
Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) I
 I 
tahun atau Strata Tiga (53) dengan pengalaman kerja I 
paling singkat 1 (satu) tahun; 

b. menguasai bidang pemerintahan; 
c. menguasai tugas dan lungsi DPRD. 

-! 

I 
S	 Peneiaoan danI BAB IV 

Pemberhentian ~N5T/"f2P,N D,o,~1 f25Ma5R~Ei~ITIAN PIMPINAN DFRD 
Pimpinan DPRD Pasal 12 

__L (2) 

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) 

",~g W." "'". , 

Pasal .._. 
(1)	 Setiap aimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oieh 

1(satu 'aahli. 
(2)	 Tenag, limana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memer tan: 
a.	 be ;erendah-rendahnya Strata Satu (51) dengan
 

pel 'da paling singkat 5 (lima) tahun dan Strata
 
Du an pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)
 
tat ta Tiga (53) dengan pengalaman kerja paling
 
sin,gkat 1 (setu) tahun;
 

b.	 menguasai bidang pemerintahan; I 
I 

C.	 menguasai tugas dan lungsi DPRD. 
I 

BAB IV	 Judul Sab IV dan Pasal 12 i 
PIMPINAN DPRD : crsempornekan. 

Pasal 12 I 

(1)	 Pimpinan DPRD terdn alas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) 
orang Wakil Kelua. 

(2)	 Pimpinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berasal dari I 
parta; politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di I 
DPRD. . 

( 
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ormaksuo Celom Pasa: ~ 2 ayat (1). menyampaikan 1 (satu) orang caon 
Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan I 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD. 

(2) Pimpinan Sernentara OPRD menyampaikan calon pimpinan DPRD kepada 
Gubernur me121U! Bupati untuk duesrnikan pengangkalannya. 

sebaqamana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 

1 2 I 3 4 5 

(3) Dalam hal terdapat Jebih dan 1 (satu) partai politik yang (3) Ketua DPRD aiah anggota DPRD yang berasal dan partai politik yang 
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. I 

pada ayat (2), Ketua DPRD ialah anggota DP~D yang berasal (4) Dalam hal temapat lebih dan 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi 
dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD 

(4) Dalam hal terdapat lebih dan 1 (satu) partai politik yang ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh 

I 
memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud suara terbanyak. 
pada ayal (3) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan (5) Dalam hallerdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara 

I perseoaran wi/ayah perolehan suara partai potitik yang le~iR lues terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua 
I SOO-Jr61 berjg~a~g. DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai 

I 

(s) 'Q'61kil Vot14tf QPR9 islJ~ eU~Q98ta gp~Q Yeu~g beiFasel seR PaRiii politik yang paling merata urutan pertama. 
Pelitik ~<aPl~ mBm~grsleh Sijelm t8ma~yal( Ke~l:HJ Qa~ K8ti~a. (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dan anggola DPRD sebagaimana 

I 
(0) ,"p8l3ila ijqasi~ tBrda~at Itwr;sj 'A'ahil KetwQ QPR9 yang beh:lFfl dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD dilelapkan dan anggota DPRD 

t€lrisi €€itH3§)(;iimal=161 ijimahsY~ arat (8), maha klJfSi Wakil Ketwa yang berasaI dari partai politik yang memperoleh kursi temanyak kedua, 
diisi [J1€i~ BRQQets DPRQ YElRQ b8FaSai ~aR ~aRai pelitih yang ketiga. 
m€#l1~eF€llel:i !(\~fSi tQm6lR)'al\ lEeOUEl:. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dan anggota DPRD sebagaimana 

(7) Qalam ~51 terg61~iiit leeih daR 1 (satWi) pEutai ~€Ilitil( yaRQ dimaksud pada ayal (4), wakil ketua DPRD diletapkan dan anggota DPRD 
mem~eFoleR h,uGi temanrah h8~YQ ss:~a, \\'akil KetuEI yang berasal dan partai polWk yang memperoleh urutan suara lerbanyak 
seBegaim@t=ia dimalu;ud pasa ayat (5) gitQt=itijlEaR ~emesaREa~ kedua, ketiga. 
Yfute~ t;,asil fjBfQle~61A sueFi temaRyalc (8) Dalam hal ketua DPRD dilelapkan dan anggola DPRD sebagaimana 

(8) Qe:lam Rsl tema~at 'cb:h dan 1 (satu) paRii f3fJlitilE yat=l§ dimaksud pada ayat (5) Wakil ketua D?RD citetapken dan anqqota DPRD 
mem~emleR IUJRii tefbEmyak I<edwa s8Bag8imafl8 di~aI€Gk4E1 

~a€la ayat {G), ~eReRtuat=l lNalEiI KetYQ QP~U~! sQ8agaimet=llj 
diml5llESWe ps:~a ayat {7) dila!Ewkat=l bemasQJhaA fiHH'$sbarBfI 
"'ilayaA pSf€lleREIR suare pamai f39Jitik yaflQ lebiA Iwas Se€iFa 
berieAiaRQ. 

I (1) 
Pasal 14 

) diubah rns 
I 

1 

I
 

I
 
I 

1 

menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada
 
Pimpinan Sementara DPRD unluk diumumkan dan diletapkan
 
dalam Ramt Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD.
 

iI \L) 
.:,,' Dimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon 

Pimpinan DPRD untuk diresmikan pengangkatannya. (3) Ketua dan Vlakil Ketua OPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur 

I i3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD selempat sebagai Wakil Pemerintah Pusal. 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu (4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabalannya mengucapkan

I 

I tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan sumpahljanji digedung DPRD. yang dipandu Kelua Pengadilan Negen
I DPRD dapal dilaksanakan ditempat lain. dihadapan Rapal Panpurna Istimewa DPRD. 1_ 
L~I ~ 

( (
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Pasal 15 (5) Oalam hal pengucapan sumpahfjanji di gedung OPRD setempat 
Ketua dan Wakil Ketua diresmikan dengan Keputusan Gubemur. sebaqarnana dimaksud pada ayat (4) karena alasan tertentu tidak dapat 
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat 
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpahfjanji digedung dilaksanakan ditempat lain. 
DPRD 6@B8~aiR1aR8 di8twr dal8R1 128G81 5, yang dipandu Ketua (6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
Pengadilan Negeri dihadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD. (4) bemalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu 
Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 
ayat (il) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD (7) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dirnaksud 
dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. dalam ayat (3) berhaiangan, pengucapan sumpah/janji oleh Hakim 
Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
dalam ayat (3) barnatanqan, pengucapan sumpah/janji oleh Hakim Negeri. 
Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan (8) Masa jabatan Pimpinan DPRD sejak tanggal pengucapan sumpah/janji 
Negeri. pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhimya masa jabatan 
Masa jabatan Pimpinan DPRD sejak tanggal peng ucapan kenggotaan DPRD. 
sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhimya 
masa jabatan kenggotaan DPRD. 

Pemberhentian Pimpinan DPRD Pemberhenlian Pimpinan DPRD IPasal18 disempumakan. 
Pasal 18 Pasal18 

Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal17 dilaporkan pada Rapat Paripuma oleh Pimpinan DPRD. Pasal17 dilaporkan pada Rapat Paripuma olehPimpinan DPRD. 
Pemoerhennan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberhentian Pimpinan OPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
(1) ditetapkan dalam Rapat Paripuma. ditetapkan dalam Rapat Paripuma. 
Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
(2)ditetapkan dengan Keputusan DPRD daR dilsR§llapi d@R§aR El@RI8 ditetapkan dengan Keputusan DPRD. 
o 'euret RaBat PaROkJma 

10 Kedudukan, BAB V BAB V Judul Bab V 
Fungsi, Tugas dan I(EGlLIQ!.!~,~I, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD disempumakan. 
Wewenang OPRD Ba~iaR Peft:mc Bagian Kesatu Pasal 21 dihilangkan 

KeQUDldKAM FUNGSI Pasal 22diubah menjadi 
Pasal 21 1- Pasal21

Pasal 21 . _~ ._ h-rl:@~y~ul(8R I (1)1"I Fely_l g~€r RJDP~Q !'~HlHJIHilcemgmI ~ fiB-flQPlli!i'laR DPRD mempunyai lungsi : 
a. pembentuk Peraturan Daerah; 
b anggaran; dan 
c pengawasan 
Ketlga lungsi sebagaimana dlmaksud ayat (1) dijalankan dalam 
kerangka reprensentasi rakyat di Daerah 
Oalam rangka melaksanakan rungsl sebagaimana dlmaksud pada ayat 

I seea§€ii lo~138§8 Pemgfi~tElt=1(im Q88rs~. 

I (2) 

I 
(3)

1 

___~___~. I J.!). DPRD menJaring asp,rasl masyarakat 

( ( 
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---j 

Bagian~ -
I,FUNGSI 

Pasal 22 I 

(1) OPRD mempunyai lungsi : I 
a. Legislasi; i 

I
b. Anggaran; dan I c. Pengawasan , 

(2) Ketiga lungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan 
dalam kerangka reprensentasi rakyatdi Daerah. 

- Pasal ...... - Tambahkan pasal baru 
Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sesuaikan ketentuan Pasal 
hurul a dilaksanakan dengan cara: 150,151,152, dan Pasal153 
a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Undang-Undang Nomor 23 

rancangan Perda; Tahun 2014. 
b. mengajukan usul rancangan Perda; dan 

Dengan adanya penambahan-
c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati. 

pasal, urutan pasal 
selanjutnya disesuaikan. 

- Pasal ...... 
(1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

hurul c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan 
dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Oalam menetapkan program pembenlukan Perda sebagaimana 

, 
dimaksud pada ayat (1), OPRD melakukan koordinasi dengan bupati. 

- Pasal .... 
i (1) cungsi anggaran seoaoairnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hurul 

b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama 
tertladap Rancangan Perda tentang APBO yang diajukan oleh bupati. 

, I (21 Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
I 

I • 
I dengan cara: 

membahas KUA dan PPAS yang disusun olen bupati berdasarkan 
, 

i a. 

I 
RKPO; 

b membahas rancangan Perda tentang APBO;
I 

I 

membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan 

I 

c. 

I d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
J- I pelaksanaan APBO. ,I
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Pasal ... 
(1)	 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayal 

(1) huruf c diwujudkan dalam benluk pengawasan lertladap: 
a.	 pelaksanaan Perna dan peraturan bupali; 
b.	 pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain 

yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah; 
dan 

c.	 pelaksanaan lindak lanjul hasil pemeriksaan laporan 
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2)	 Dalam melaksanakan pengawasan ternadap pelaksanaan tindak' 
lanjul hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD 
bernas mendapatkan laporan hasi! pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

(3)	 DPRD melakukan pembahasan ternadap laporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2). 

(4) DPRD dapal meminla klarifikasi alas lemuan laporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

11 Tugas dan Wewenang Bagian Kedua Pasal 23 disempumakan. 
DPRD 

Bagian~ 

TUGAS DAN WEWENANG DPRD Tugas Dan Wewenang DPRD 
Pasal 23 Pasal 23 

DPRD mempunyai lugas dan wewenanq : DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 
a.	 mernbenluk Peraluran Daerah bersama Bupati; a.	 membenluk Peraluran Daerah bersama Bupati; 
b.	 mernbahas dan memberikan perselujuan rancangan Peraturan b. membahas dan memberikan perselujuan rancangan Peraturan 

Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang diajukan oleh Bupati; yang diajukan oleh Bupali; 

c.	 meJaksanakan penqawasan terhadap pelaksanaan Peraturan I c. melaksanakan pengawasan ternadap peiaksanaan Feraluran 
Daerah dan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah; Daerah dan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah; 

d.	 mengusulkan pengangkatan dan atau pembertlentian Bupaf d. mengusulkan pengangkalan dan atau pemberneotan Bupali dan 
dan Wakil Bupali kecad; Menteri Dalarn Negeri melalui Wakil Bupali kepada Menleri Dalam Negeti melann Gubernur 
Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan sebagai wakil pemerintah pusat untuk rnendapatkan penqesahan 
iilal; Pembertlentian; pengangkatan dan pernberhentian;

I I e.	 memilih JAJakil QE4pati dal9~ ~al t@rjaaj h3k@s€m§e~ jabaten e.	 memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerinlah 
I Wahil 8Y~61ti' Daerah Provinsi lerhadap rencana Pe~aniian Inlernasional di--r--'" 

I daerah;·LL ~ ~--
(
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f. 

I g. 

h. 

I i. 

J. 

J<" 

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerinlah Daerah I!. 
Provinsi terhadap rencana Peqaojan Inlemasional didaerah; 
rnernberikan perselujuan terhadap rencana kerjasarna Inlemaslonal Ig. 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
meminla laporan kelerangan pertanggungjawaban Supati dalam Ih. 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
membenkan persetujuan terhadap rencana ke~asama dengan daerah 
lain atau dengan pihak keliga yang membebani masyarakal dan I i. 
daerah; 
meR~W~a~!61h61R t8FlalrsaR;Ji~)'a lu,w'ajilJ6lR dae.FBR SBGMsi ijeH1~a~ 

het€lRtu8R ~eratl:lI1iR fJeruR€JBR!J uAdaRgaA; 
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalarn ketentuan 
peraturan pernndang-undangan. 

memberikan persetujuan lerhadap rencana keqasama 
Intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
meminta laporan kelerangan pertanggungjawaban Bupati 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
memberikan persetujuan terhadap rencana ke~asama dengan 
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani 
masyarakat dan daerah; 
melaksanakan lugas dan wewenang lain yang diatur dalam 
ketenluan peraturan perundang-undangan. 

12 Hak dan Kewajiban 
Anggota DPRD 

(1) 

(2) 

I 
v..!,r 

(1 ) 

(2) 

Pasal 24 

aagisn PeFtama 
PElAK6A~IVN WAtI< gPRQ 

DPRD mempunya; hak ; 
a. interpelasi; 
b. angket. dan 
c. menyatakan pendapal. 
Hak inlerpelasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huru! a 
adalah hak DPRD untuk meminla kelerangan kepada Supan 
mengenai kebijakan Pemerinlah KQbw~ateR yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan I (3) 
bemegara. 
Hak angket sebagalmana dimaksud pada ayal (1) huruf b adalah hak I 

DPRD untuk melakukan penyelidikan lerhadap kebijakan 
Pemerintah K"bw~"leR yang penting dan stralegis serta berdampak 

SABVI 
HAK gotl KEUhA 'ISPM ,A,tICGgTA DPRD 

Judul Bab VI dan Pasal 24 
disempurnakan. 

BAS VI 
HAK DPRD 
Pasal 24 

DPRD mempunyai hak : 
a. mterpelasi; 
b. angket; dan 
c. menyalakan pendapat. 
Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huru! a 
adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Supati 
mengenai kebijakan Pemerinlah Daerah yang penting dan 
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat 
dan bemegara. 
Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurn! b 
adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap 
kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan stralegis serta I 
berdampak luas pada kehidupan masyarakal, daerah, dan 
negara yang diduga bertenlangan dengan ketentuan peraturan 

luas pada kehidupan masyarakal, daerah, dan negara yang diduga perundang-undangan.
 
bertenlangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat


I 

(1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyalakan pendapat 
huru! c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat lerhadap 

I (4) Hak menyatakan pendapat sebagalmana dirnaksud pada ayat (1) 
terhadap kebijakan Bupaf atau mengenai kejadian luar biasa 

kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang lerjadl yang teriadi didaerah disertai dengan rekomendasi 
didaerah disertal dengan rekomendasi penyelesaiannya alau penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjul pelaksanaan HakI 

I sebagai tindaklanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angkel. Jnter~elasi dan Hak Angket. 

( 
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:l 
Pasal 25 n.. 

i I (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) huruf a diusulkan olen paling sedikit 5 (lima) arang 

(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) , 
huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota 

I 
I 

1 
1 I (2) 

Anggota DPRD dan berasallebih dan 1 (satu) Fraksi. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

DPRD dan berasallebih dan 1(satu) Fraksi. 
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada I 

kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oJeh para Pimpinan DPRD yang ditandalangani oieh para pengusul dan 

i 
I I (3) 

pengusul dan diberikan namor pokes oleh Sekretariat DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayal (2), diserttai dengan 
dokumen yang rnernuat sekurang-kurangnya: 

(3) 
dibenkan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: 

diserttai dengan I 
I 

a. rnaten kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemda a. rnaten kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemda yang 

I 
(4) 

yang akan dimintai keterangan; 
b. alasan Pemnintaan Keterangan olen Pimpinan DPRD 

disampaikan pada Rapal Paripurna DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aleh pimpinan 

akan dimintai keterangan; 
b. alasan Permintaan Keterangan oleh Pimpiroan OPRD 

disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. 
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan OPRO 

I

I 
I 

DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. disampaikan pada Rapat Panpuma DPRD 
(5) Dalam Rapal Pariperna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) Da/am Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

para pengusul diberi kesempalan menyampaikan penjelasan para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan 
Iisan atas usul pemnintaan keterangan tersebut. atas usul permintaan keterangan tersebut. 

(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta kelerangan 
dilakukan dengan rnernberi kesempatan kepada: dilakukan dengan rnemben kesempatan kepada : 
a. anggala DPRD lainnya untuk rnsmbsnkan pandangan a. anggota DPRD lainnya untuk mernberikan pandangan melalui 

melalui Fraksi; Fraksi; 
b. para pengusul membenkan jawaban atas pandangan para b. para pengusul rnemberikan jawaban atas pandangan para 

Anggota DPRD. Anggota DPRD. 
(7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul penmintaan 

penmintaan keterangan kepada Supati ditetapkan dalam Rapat keterangan kepada Supati ditetapkan dalam Rapat Panpurna 
Paripuma. (8) Usu/ permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh 

, (8) Usui permimaan re!erQ;;~ar, ~;::;G sebelurn memperoleh 1(9) 
keputusan, para pengusul berhak rnenarik kembali usulannya. 
UsuJ sebagaimana dimaksud cada a/at ;~J menjac! H2~ !nterpe!'3Sj 

keputusan, para pengusul bemak menarik kembali usulannya DPRD apabila mendapat persetujuan aan Rapal Fanpurna DPRD : 
yang dihadin lebih dan )I, (satu perdu a) dan jurnlah Anggota DPRD 

(9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak I 

Interpelasi DPRD apabi!e mencapat persetujuan dari Rapat I 
Panpuma DPRD yang dihadiri leblh dan ;;, (SQt8~Q3") dan 

dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dan )I, (satu perdua) 
dan jumlah Anggota DPRD yang 11aOIr. I 

jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan 

, I J'-­ _ 

persetujuan lebih 
DPRD yang hadir. 

dari \2 (GQt8RQ3~) dan jum/ah Anggota I 

-----~'----------
~ __ I I 

(
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Pasal 27 
(1 ) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b I (1) 

diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan 
berasallebih dari 1 (satu) Fraksi. 

(2)	 Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada I (2) 
Pimpinan DPRD, yang dilandatangani oleh para pengusul dan atau 
diberikan nomor pokok dan Sekretariat DPRD. 

(3)	 Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen 
yang memuat sekurang-kurangnya: (3) 
a.	 materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 avat (3) 

Undang-Undang Nemer 27TaRYR 2000; 
b.	 alasan Penyelidikan. i 

(4)	 Pembica:aan mengenai usul Penggunaan Hak Angkel, dilakukan i 

dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya I 

untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya I 

pengusul rnernbencan jawaban atas pandangan anggota DPRD. 
(5)	 Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat
 

disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripuma DPRD dan
 
menjadi Hak Angket DPRD apabila ~ dihadiri sekurang­

kurangnya 3/4 (tiga per empat) dan jumlah anggota DPRD dan
 
putusan diambil dengan Persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua
 
per tiga) dan jumlah anggota yang hadir.
 

(6)	 Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan
 
DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
 

(7)	 Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai pennintaan
 
penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan
 
penyelidikan danmenyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
 

I (8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf b. 

i \9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksuo 
ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri alas semua 
unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD, ~aR tJ~I\B,ja :a'am 
!I!iiiJ'(tJ FiBliR§ 18RH!I: GQ (€mliim ~~lijR) RaR tel6~ mo~ya~r;ai! ~r- \'58# 

!'@fjal9ya liEif39aa f4a~at l2arif3b1ma QPRfd. 
(10)	 Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud
 

pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kernbali.
 

.~	 . 

Pasal 27 
Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) hunu! b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang 
Anggota DPRD dan berasallebih dari 1 (satu) Fraksi. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para 
pengusul dan atau diberikan nomor pokok dan Sekretariat 
DPRD. 
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan 
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: 
a.	 materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal159 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 
b.	 alasan Penyelidikan. 

Pasal 27 ayat (4) s.d ayat (10) 
dijadikan Pasal baru/pasal tersendiri. 

I 

(
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Pasal ...... 
(1)	 Pembicaraan mengenai usul Penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul 
memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD. 

(2)	 Keputusan alas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat 
disetujui atau dilolak, diletapkan dalam Rapat Paripuma DPRD dan menjadi 
Hak Angkel DPRD apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (liga per empat) 
dan jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan Persetujuan 
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per liga) dan jumlah anggota yang hadir. 

(3)	 Usul me!akukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, 
pengusul berhak menank kembali usulnya. 

(4)	 Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan 
penyelidikan, DPRD menyalakan pendapat unluk melakukan penyelidikan 
dan menyampaikannya secara resmi kepada Supati. 

(5)	 Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak angket DPRD 
apabila mendapal perselujuan dan rapal paripuma DPRD yang dihadiri 
sekurang-kurangnya 3/4 (liga perempal) dan jumlah anggota DPRD dan 
pulusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) 
dan jumlah anggota DPRD yang hadir. 

Pasal ....•• 
(1)	 DPRD memutuskan rnenerirna alau menolak usul Hak Angket 

sel>agaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (1)hurut b. 
(2)	 Dalam hal DPRD menerirna usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat 

(1), DPRD membenluk Panilia Angket yang lerdili alas semua unsur Fraksi 
DPRD dengan Kepulusan DPRD. 

(3)	 Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), usul tersebut tidak dapat rnajukan r.embali 

Pasal 29 disempumakanPasal 29	 Pasal 29I 
(1)	 Panitia Angket DPRiJ dalam meiakusan penyelidikan terhadap (1) Panitia Angket DPRD dalarn meiakukan oenyelidikan !erhadap Bupali 

Bupati sebagaimana oirnaksuo dQiam Pasal 27 ayat (5) dapat sebagaimana dimaksud dalarn "asal 27 <"at (5) capat memanggil Pejabat 
memanggil Pejabat pernerintan daerah, Badan Hukum, atau warga pemerintah daeran, Badan Hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten 
masyarakal di Kabupaten yang dlanggap mengetahui atau patut yang dianggap mengelahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki 
mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surati 
serta untuk meminta rnenunjukkan surat atau dokumen yang J atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
L ____--'__"-be"'r.:.:k"'a.itan dengan ~l_rang sedan!l diselidiki. --"-­

(
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Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga 

(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat (2) 
yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) PQjaba' JHH~eRRta~ ~aere~, baden ~Yk~m, ataY J!(ar~a masyarEiltat 
ei pre'Jinsi1ad:Hdpatenlu3ta ranQ dipaR§§il s@ba§aimaR8 dim61hsYQ (3) 
J:1ada ayat (1) daR aye! (2) 'veljib memORYRi J3an§§ilan DPRIJ, heEH,.a'i 
a~a ~Iasan yaRQ 6a~ RleRw~t It8teRtw8:R pSFdt'c:Hiiin fJ€SFYRGian§ 
wfldangaR. 

('-+) 

Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga 
masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada 
alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau 
warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota telah dipanggil 
dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat 
memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

masyarakat di provinsilkabupaten/kota telah dipanggil dengan patut Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana perundang-undangan. 
dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa I 

dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 Pasal28 Pasal 28 disempurnakan 
(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) hurufb diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, Pasal 24 ayat (1) huruf b dnerima oleh DPRD dan ada 
DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya 
hukum sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan. kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan 

(2) Apabila hasil penyelidikan Supati dan/atau Wakil Bupati berstatus perundang-undangan. 
sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan (2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupat 
sementara Supali dan/atau Wakil Supati yang bersangkutan dan berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri 
jabatannya. memberilentikan semenlara Bupati dan/atau Wakil Supati 

(3) Apabila keputusan Pengadilan lelah memperoleh kekuatan hukum yang betsangkutan dari jabatannya. 
tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan lindak pidana yang (3) Apabila keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan 
diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri hukum tetap dinyatakan terbukf bersalah melakukan tindak 
memberilentikan Supati dan/atau Wakil Supati yang bersar; wlar, . ;)'dana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, 
dari jabatannya. Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati danlatau 

f4) "13ab;'; l<eJHitY661R P9R§8diltiR tl5la~ memJigmle~ kijkl:4at;u~ FU'UJfV I: Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya. 
tGtap daR men)'atalcElR SbJ~ati daRJatau lQ'alcil ~ypati tide\( b6rGala~. I 
n1€lnteri Qalam NegBF=i mensaQYf ~@mbijr~oRtiar=1 S€lffiCr;qtelra 

m€F€l~8bilitasi A8ma Bsilt SUf3ati ~eu~lataw W6Ikil Q~~ati. 

ser12 r 

I 
I 

I 

~L ~ ( 

I Pasal .... 
: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat 

;;3ripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 
! dibentuknya panitia angket. 

- ( 
I 

Tambahkan Pasal baru sesuai 
ketentuan Pasal 19 PP Nomor 16 
Tahun 2010 
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Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 ayat (3) huruf b 
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam (1) Hak menyatakan pendapal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal disempurnakan 

Pasal 24 ayat (1) hurut c diusulkan oleh paling sedikit 8 24 ayat (1) hurut c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang 
(delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. anggota DPRD dan lebih dan 1 (satu) Fraksi. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda langani oleh para Pimpinan DPRD, yang ditanda tanqani oleh para pengusul dan 
pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. 

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: 
a. materi sebagaimana dimaksud dalam PeGel a19 ayat (4) a. materi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 159 ayat (4) 

Undang-Undang M€lmgr 27 Ta~um ~ggg t8RtEmg t1ajefis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Po~wsya!'tBr,ataR Rahj'at, @S'VEiR l2ep"ahilaR Ralio/at, Pemerintahan Daerah; atau 
Q8"'8R I2sP"akilaFi ~88rat;J gem goweR ¢ep"altila~ Rall;)'at b. materi hasil pelaksanaan Hak Intenpelasi sebagaimana 
gaera~, Sf::Hta alas8F1 ~eA~ajijaA wswl pQmyataan dimaksud dalam Pasal 25 atau hak angket sebagaimana 
~€lRgQpat; atau dimaksud dalam Pasal 27, pemyataan pendapat tersebut 

b. maten hasil pelaksanaan Hak Interpelasi sebagaimana oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripuma 
dimaksud dalam Pasal 2ll atau hak angket sebagaimana DPRD· setelah mendapat pertimbangan dari 8adan 
dimaksud dalam Pasal :17, pemyataan pendapat tersebut Musyawarah. 
oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripuma 
DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan 
Musyawarah. 

Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 ayal (1), (3) dan ayat (4) 
(1) Setiap Anggota DPRD seilwraR~ IIWfilR~Rl'a !i (lima) 9filR~ (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan disempumakan. 

aR~~eta gppg mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah. 
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan 
Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor 
tenulis den diberxan oonorpOkOK oleh Sekretariat DPRD. pokok oleh Sekretariat DPCiC. 

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh (3) Usul prakarsa sebagaimana ornaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan 
Pimpinan DPRD disampaikan kepada Sadan bg~iGlaGi untuk DPRD disampaikan kepada Sadan Pembentukan Peraturan 
dilakukan pengkajian. Daerah untuk dilakukan pengkajian. 

I (4) Berdasarkan hasil pen9ka/ian Badan be~iG'.si Daerah (4) Serdasarkan hasil pengkajian Sadan Pernbentukan Peraturan 
pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat pari puma Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat parourna 

,LJ 
(5) 

J 

DPRD. 
Dalam Rapat Paripurna, 
memberikan penjelasan 

pada ayat (2). 

DPRD. 
para pengusul diberi kesempalan (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan 

atau usul sebagaimana dirnaksud l membenkan penjelasan atau usul sebaqarnana dimaksud pada 

-t ayat (2). _, __ I I 



18 

2 3 4 5 

I(6)	 Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan I (6)	 Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan 

14 Pemberhentian, 
penggantian antar 
waktu dan 
pemberhentian

I sementara 

i 

dengan memberikan kesempatan kepada : 
a.	 anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b.	 para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para 

anggota. 
(7)	 Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, 

para pengusul berhak rnenqaiuken perubahan daniatau 
mencabutnya kembali. 

(8)	 Rapat Paripuma memutuskan menerima alau menolak usul 
prakarsa menjadi Prakarsa DPRD. 

(g)	 Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan D;;erah 
atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku 
dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah alas 
prakarsa Bupali. 

memberikan kesempatan kepada ; 
a.	 anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; 
b.	 para pengusul memberikan jawaban alas pandangan para 

anggola. 
(7)	 Usul prakarsa sebelum dipuluskan menjadi prakarsa DPRD, para 

pengusul berhak mengajukan penubahan dan/alau mencabutnya 
kembali. 

(8)	 Rapat Paripuma memutuskan menerima atau menolak usul 
prakarsa menjadi Prakarsa DPRD. 

(9)	 Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah alas 
prakarsa DPRD mengikuli kelenluan yang berlaku dalam 
pembahasan Rancangan Peraluran Daerah alas prakarsa 
Supati. 

13 Hak Protoko!er, Paragraf 8 
Keuangan dan Hak Protokoler, Keuangan danAdministrasi 
Administrasi Pasai 40 

I (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Protokoter, 
Keuangan dan Administrasi. 

I (2) Hak Protokoler, Keuangan dan Admin~trasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan 
Pemerintah dan ketentuan peraturan penundangan-undangan 
yang benaku. 

Paragraf 8
 
Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi
 

Pasal 40
 
(1)	 Pimpinan dan anggola DPRD mempunyai Hak Protokoler, 

Keuangan dan Adminislrasi. 
(2)	 Hak Protokoler, Keuangan dan Adminstrasi sebagaimana 

dimaksud psda ayat (1) berpedoman kepada Peroturan 
Pemerinlah dan ketenluan peraluran penundangan-undangan 
yang bertaku, 

(3)	 Dalam menjalankan lugas dan wewenangnya, pimpinan dan 
anggota DPRD berhet memperoleh tunjangan yang besarannya 
disesuaikan dengan kemampuan Daerah. 

:~) Pengelolaan hak keuangan dan administralif sebagaimana i 
cimaksud paca ayat (1) dan lunJangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretarial DPRD sesuai dengan 
peraturan pemerinlah. 

I 

Pasal 42 
(1 )	 Anggota DPRD berhenti antar waklu karena: 

a.	 meninggal dunia: 
b.	 mengundur1<an din; alau 
C.	 diberhentikan. 

,r	 ( 

Pasal 40 disempurnakan dengan 
menambahkan ayat (3) dan (4) 
baru. 

. 
I 
I 

I 
Pasal 42 aya: (2) huru! c dan hunuf f I 

disempurnakan. 
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Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) huruf c. apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan lugas secara berkelanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) 
bulan benurut-turut tanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; 
c. dinyatakan bensalah berdasarkan putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 
5 (lima) tahun at.y IBbi~; 

d. tidak :nenghadiri Rapat Parpurna dan/atau rapat alat 
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya 
sebanyak 6 (enam) kali berturut ­ turut tanpa alasan yang 
ssh: 

e. dlusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan kelentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

f. tidak memenuhi syarat sebagai caJon anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
~B~GIJRai P@mili~a~ ! 'mwm' 

g, melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­
undangan; 

h. diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau 

1. menjadi Ar.ggota Partai Politik lain, 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
juga berlaku bagi anggota DPRD yang bel1<edudukan sebagai 
Pi'11p,nan DPRD d2nl;;tau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. 

(2) 

(3) 

I 

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, apabila: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara bel1<elanjutan atau 

berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut lanpa keterangan apa pun; 

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; 
c. dinyalakan bersalah berdasartan putusan Pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun; 

d. tidak menghadiri Rapat Paripuma dan/atau rapat alat 
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya 
sebanyak 6 (enam) kali berturut - turut tanpa alasan yang 
sah; 

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

f. tidaklah memenuhi syaral sebagai calon anggota DPRD 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundanq-undanqen; 

h, diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan 
ketentuar. Peraturan Perundang-undangan; atau 

menjadi Anggola Partai Po/itik lain. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

juga berlaku bagi anggota DPRD yang bel1<edudukan sebagai 
Pimpinan DPRD danlatau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. 

(1 ) 
Pasal 43 

Pemberrientian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa: ~2 ayat (1: ~,uruf a dan huruf b serta ayat (2) haruf C, 

nurur 

Pasal 43 
(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) huruf 2 dan hllr"f b serta ayat (2) huruf c, 
huruf huruf 

Pasal43 disempumakan. 

e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai e, h, dan huruf diusulkan oleh pimpinan partai I .I 

pcht.k kepada Pimpinan DPRD dengan lembusan kepada politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada I 

Gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. I 

I I l _ _ J_ 
\ {
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(2) 

I (3) 

(4) 

(5) 

(6) 

3 

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilerimanya usul pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD 
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada 
Gubemur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian 
pemberbentian. 
Paling lama 7 (tujuh) han sejak diterimanya usul pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Supati rnenyampakan 
usul tersebut kepada Gubemur. 
Apabila selelah 7 (tujuh) han bupati lidak menyampaikan usul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD 
Jangsung menyampaikan usuJ pemberhentian anggota OPRD 
kepada GubemuL 
Gubemur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling 
lama 14 (empat belas) han sejak diterimanya usul 
pemberhentian anggota DPRD dan Supati sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) atau dan Pimpinan DPRO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali 
peresmian pemberhentian anggota DPRO sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal42 ayat (2) hum!c berlaku sejak tanggal 
pulusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4 

(2)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak diterirnanya usul pemberhentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD 
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada 
Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk 
memperoleh peresmian pembementian, 

(3)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak ditenmanya usul pernbernentian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupali menyampaikan usul 
tersebut kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat 

(4)	 Apabila selelah 7 (tujuh) han bupati tidak menyampaikan usul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan OPRD langsung 
menyampaikan usul pemberhentian anggola OPRD kepada 
Gubemur sebagai wakil pemenntah pusaL 

(5)	 Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan 
pemberllentian anggota OPRO paling lama 14 (empat belas) han 
sejak diterimanya usul pemberhentian anggola DPRD dan Supati , 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dan Pimpinan DPRD ' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

(6)	 Penesmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) bertaku sejak ditetapkan, kecuali 
peresmian pemberhentian anggota OPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huru! c berlaku sejak tanggal 
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

5 

Pasal 44 ayal (5), (6) dana ayal (7)Pasal 44	 Pasal 44 
(1 ) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam (1) Pemberhentian anggola DPRD sebagaimana dimaksud dalam disempumakan.
 

Pasal 42 ayal (2) nurur a, nurut b, nuruf d, huruf I, dan Pasal 42 ayat (2) huruf a, hurut b, huruf d, huruf f, dan huruf

I I hum! g, dilakukan setelah adanya hasil penyeJidikan dan g, dilakukan seteJah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang
I 

verifikasi yang dituangkan dalam Keoutusan Badan i dituangkan dalam Keputusan Sadan Kehormatan DPRD atas 
Kehormatan DPRD alas pengaduan dan Pimp:c'2n ~~:;J, pengaduan dari Pimpinan DPRD, rnasyarakat dan'atsu perr,ii;h 
masyarakat danlatau pemJiih, (2) Keputusan Badan kehormatan DPRD mengenai pemberhemran 

(2)	 Keputusan Badan kehorrnatan DPRD mengenai anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkanI 

pemberhentian anggota DPRD sebagaimana d"'laksud r~,ja oleh Sadan Kehormatan DPRD kepada Rapat Panpuma,
 
ayat (1) dilaporkan oleh Sadan Kehomatan [.,0:;;0 '£:,,02 i i3) Paling lama 7 (tujuh) han sejak keputusan badan kerormatan
 

I I Rapat Parourna DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat parrpurna sebaqarnana
 

I 

(3)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak keputusan badan kehormalan dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan 
DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat panpurna keputusan badan kehormatan OPRO kepada Pimpinan Partai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD I Politik yang bersanqkutan, 
menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD xepada 
Pimpinan Partai Politik yang bersangk( '. { ~ __'__r__LJ	 I 
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(4) Prnpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan I (4) Pimpinan Parlai Politik yang bersangkutan menyampaikan 
l 

keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada keputusan tentang pernbernentian anggotanya kepada Pimpinan I 
Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak diterimanya 
diterimanya Keputusan Badan Kehomnatan DPRD Keputusan Sadan Kehormatan OPRO sebagaimana dimaksud 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan Pimpinan OPRD. 

I (5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada I (5) 
avat (3) iidak rnemoerisan keputusan pemberhentian 
anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan 
DP RD menenuskan Keputusan Badan Kehomnatan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur 
melalui Supati paling lama 7 (tujuh) han setelah berakhimya 
batas waktu penyarnpaian keputusan tentang pemberhentian 
anggota DPRD dan Pimpinan.

I (6)	 Paling lama 7 (tujuh) han sejak ditermanya keputusan 
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati I (6) 
menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubemur. 

(J)	 Gubemur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud
 
pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) han sejak
 

pada ayat (2) dan Pimpinan DPRO. 
Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (31 tidak rnernberikan keputusan perriberhentian anggotanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan OPRD 
menenuskan Kepulusan Badan Kehomnatan OPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kecada Gubemur sebagai wakil I 
pemenntah pusat melalui Supati paling lama 7 (tujuh) han 
setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan 
tentang pemberhentian anggota OPRD dan Pimpinan Partai 
Polilik "ntuk memperoleh Peresnian Pemberhentian. ! 
Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan 
pemberhentian sebaqairnana drnaksud pada ayat (5), Supati 1 

menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubemur sebagai I
wakil pemenntah pusa!. II	 dlterirnanya Keputusan Sadan Kehormatan DPRD atau I (7) Gubemur sebaqai wakil pemenntah pusat meresmikan 

Keputusan Pimpinan Panai Politik tentang pemberhentian pemberhentian anggota DPRO sebagaimana dimaksud pada I,Anggotanya dan Bupati ayat (5) paling lama 14 (empat beJas) han sejak ditenmanya 
Keputusan Badan Kehomnatan DPRO atau Kepulusan Pimpinan I 
Partai Politik ten tang pemberhentian Anggotanya dan Supati. 

I 
Tambahkan Pasal baru yangPasal .., 

(1)	 Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan venfikasi sebagaimana mengatur tentang pelaksanaan 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), badan kehomnatan DPRD penyelidikan. 
dapat meminta bantuan dan ahli 'ndependen. I 

II (2)	 Ketentuan lebih !3njut mangen3; 'ata cara oenyelidikao, verifikasi, 
dan penqarnbuan ,Epuwsan cleh badan kehormatan DPRD 
dengan peraturan DPRD tEntang tata beracara badan 
kehomnatan. 

Pasal 46	 Pasa; "6 Pasal	 46 disempurnakan, ayat (8) ! 

(1) Pimpinan DPRO menyampaikan nama anggota OPRO yang (1) Pimpinan OPRO menyampaikan nama anggota OPRO yang ayat (9) dan ayat (10) Jadikan pasa' 
diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Pengganti diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Pengganti baru 
Antar Waktu kepada KPU Kabupaten ~Bn~.n Illglarn~i,I,.n Antar Waktu kepada KPU Kabupaten.
 
f@!@,Gjlj' dolla' sol@" tBta~ g,m daftar ~@ringkat ~B>@la~an 6wafil (2) KPU Kabupaten menyampaikan nama calon Pengganti Antar I
 
~aRai ~@Ii'il< \a"~ lJ@ffian~l<utan yang 'alaR ~i1Bgalisir ~Bn~an Waktu kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) han sejak I ~
 

1@~bYC8~ k@fJ&H,la PaRa! P@litik yeRS ijer1 ~. diterimanya surat Pimpln( 'lPRD.	 , 
L:-- _~____	 1 _ 
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(2)	 KPU Kabupaten menyampaikan nama calon Pengganti Antar I(3) 
Waktu kepada Pimpinan DPRD paling IamOOI 5 (lima) han sejak 
ditenmanya surat Pimpinan DPRD. 

(3)	 Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak rnenerirna nama calon 
Pengganti Antar Waktu dan KPU sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD 
yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu 1(4) 
kepada Gubemur rnelalui Bupati YRh4k Eiis@SYJikem 
pembememtian ~a~ peR§iiU~§I(dtEi~R~'a. 

(4)	 Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon Pengganti
 
Antar Waktu dan atau menyampaikan nama Pengganti Antar
 
Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasa! 45 ayat
 
(1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi 
dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan 
menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waklu dari partai 'I 

politik yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) (5) 
atauayat(2) kepada Gubemur melalui Supati. 

(5)	 Paling lambat 7 (tujuh) han sejak menerima nama anggota 
OPRO yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar 
Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Supati 
m8RgwswIJiilR Pengganti Antar Waktu kepada Gubemur l#llIIk 
dir8Gmil~EU~ pembemeAtii!lft daR ~en§a~QI(a:ta~Aya. (6) 

(6)	 Paling lam~at 14 (empat belas) han sejak menerima usulan
 
Penggantian Antar Waktu dan Supati sebagaimana dimaksud
 
pada ayat (4), Gubemur meresmikan pernberhentian dan
 
pengangkatan Anggota OPRD.
 

(7)	 Dalam hal Supati tidak mengusulkan penggantian antar waktu I (7) 
kepada Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
Gubernur meresmikan penqqartisn arvarvaxtu Anggota DPRD 
berdasarkan pembentahuan dan Plrnpinan DPRD. 

(8)	 128Fl~§aAti ARter \Afakt~ An§§sta QPRO tiEtal' gilakS~H1ahaA I
I 

a~e6;Ja s'es mass jabateaR /.939&t9 [JPRD )'aA§ fii§2Qti':6m (B)
i I<wraA§ sari G(SA9Ril) b13la~. 

(9)	 Dalam hal pembernenlian antar waKlU Anggota OPRD
 
dilaksanakan dalam waktu sisa masa Jabatan Anggota DPRD
 
kurang dan 6 (enam) bulan, pernbernernan Anggota DPRD
 
tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.


I (10) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
kosong sampai dengan akhirnya masa i1"t'ln anggota DPRD. I 

4 

Paling lambat 7 (tujuh) han sejak rnererirna nama calon 
Pengganti Antar Waktu dan KPU Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama 
anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti 
Antar Waktu kepada Gubemur sebagai wakil pernerintah pusat 
melalui Supali. 
Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon Pengganti 
Antar Waktu dan atau menyampaikan nama Pengganti Antar 
Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat 
(1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfinmasi 
dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan 
menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan partai 
politik yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) 
atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pernenntah pusat 
melalui Supati. 
Paling lambat 7 (tujuh) han sejak menerima nama anggota 
DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar 
Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Supati 
menyampaiakan nama anggota DPRD yang dibentuk dan nama 
Pengganti Antar Waktu kepada Gubemur sebagai wakil 
perneriotah pusa!. 
Paling lama 14 (empat belas) han sejak menerima nama 
anggota DPRD yang diberhentikan dan nama Pengganti Antar 
Waktu dan Supati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Gubemur sebagai wakil pernenntah pusat meresmikan 
pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD. 
Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan 
sumpahljanji yang pengucapannya dipandu oleh pirnpinar, D?~C I 

dengan tata cara dan teks sumpahljanji sebagaimana diatur I 
dalam Pasal5 dan Pasal6. I 
Dalam hal Supati tidak mengusulkan penggantian antar waktu I 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana I 

dimaksud pada ayat (5) Gubernur sebagai wakil pernenntar, 
pusat meresmikan pengganlian antar waktu Anggota DPRD 
berdasarkan pernberitahuan dan Pimpinan DPRD. 

, L 

5 
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 , Pasal 48 

(1 )	 Anggota DPRD dibementikan sementara karena: 
a,	 menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau 
b.	 menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus, 

(2)	 Pembementian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubemur melalui Bupati, 

(3)	 Apabila setelah 7 (tujuh) han sejak anggota DPRD dnetapkan 
sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan 
DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status 
terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati, 

(4)	 Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mangajukan usul pemberhentian 
serrentara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur. 

(5)	 Gubemur mernberhenfikan sementara sebagai anggota DPRO atas 
'~SJI Buo2:, sebaqairnana di maksud pada ayat (2) dan ayat (4) 

{5)	 Pernberhem.an sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berlaku terhitung mula! tanggal anggota DPRO yang bersangkutan 
ditetaokan sebagai terdakwa. 

'7)	 Anggo!a DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan I 
h:::l\( \(Oll':lnn:::ln honln-::l lI:::1nn representasi, uang paket, tunjanganII k;i~~;;;~"d;;' --, -~- --". ' I tunJangan beras serta tunjangan pemeliharaan 

I kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
! undanganl	 __J I 

4 

Pasal ••.•• 
(1)	 Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan 

apabiJa sisa masa jabatan Anggota OPRO yang digantikan 
kurang dan6 (enam) bulan, 

(2)	 Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRO 
dilaksanakan dalam waktu slsa masa Jabatan Anggota DPRD 
kurang dan 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD 
tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian. 

(3)	 Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
kosong sampai dengan akhimya masa jabatan anggota 
DPRD, 

Pasal 48 
Anggota DPRD dlbernennken sementara karena: 
a	 menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
atau lebih; atau 

b,	 menjadi terdakwa dalarn perkara tindak pidana khusus, 

23 

5 

Pasal48: 
- Ayat(1) disernpurnakan. 

Ayat(2) s.d ayat (7) dijad ikan pasal 
lersendin/pasal baru. 

I	 I 

I 
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2 3 4 5 

(1) 
Pasal50 

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah kanena 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn casal 48 

Pasa/ .... 
(1) Pernternennan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

...... diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubemur sebagai 
wakil pemerintah pusat melalui Bupati. 

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggola DPRD ditetapkan 
sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan 
DPRD tidak mengusulkan pemberneruian sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat rnelaporkan status 
terdakwa anggota DPRD yang bersangkulan kepada Bupati. 

(3) Bupati berdasar1<an laporan Sekretaris DPRD sebaqairnana ] 
dimaksud pada ayat (4) mangajukan usul pembernentian 
sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubemur 
sebaqa; wak;1 peme rintah pusat. 

(4) Gubemur sebaqai wakil pemerintah pusat mernberhentikan 
sementara sebagai anggola DPRD atas usul Bupati sebagaimana 
di maksud pada ayat (1) dan ayat (3). 

(5) Pernberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berlaku temitung mula; tanggal anggota DPRD yang bersangkulan 
ditetapkan sebagai terdakwa. 

(6) Anggota DPRD yang dibertlentikan sementara tetap mendapatkan 
hak keuangan berupa uang representasi, uang pake!, lunjangan 
keluarga. dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 50 IPasal 50 disempumakan. 
(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukli bersalah kar.ena I 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 

l_~
 

ayat (1) huruf a atau huruf b berdaser-an pUlUsal, pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota OPRD yang 
bersangkutan diberhentikan till.l· ~@'"'.t sebaqai anggola DPRD. 

(2)	 Pemberhentian sebagaimana dimak:oud pada ?yat (1) beriaku mula; 
tanggal putusan pengadilan memperoieh '.~'·.uC'.sn f,L!kum tetap. 

(3)	 Dalarn hal anggota DPRO dinyatakan tidak terbukti melakukan lindak 
pidana sebagaimana dirnaksud daJam pasal 48 ayal (1) huruf a atau 
huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, ~ anggola OPRO yang bersangkutan 
diaktifkan I'embali ap@t3ila r;t;Iasa ja~s~ya bgllHl~ ~eraht~.I 

ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarxan putusan penaaGllan . 
yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap, anggota DPRD 
yang bersangkutan diberllentikan sebagai anggota DPRD. 

(2) Pembenhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku mulai 
tanggal putusan pengadilan rnernperoleh kekuatan hukum tetap. I 

(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tldak terbukti melakUk~n I 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn pasal 48 ayat (1) 
huruf a atau huruf b berdasarkan pulusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang 
bersannkutan diaktifkan kern bali. ~ 

( 

I 
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Pas;1 51 
1 DemaR ilaR gaR ~€lm1iflteaA heteFeU~QaA wRtYI~ p8Ryi.dilHm 

, () t ~ tJa~§ 6lR§§eta QPRQ yaFiQ ei€h;4ga m8181t~IHm bRdak pldaR8
~eaf~ Rl€RdaJi!at periBtw-juaR teFtulis dan CU6smur E4RtUIE 

aR~g€lte (;;lI2Rfl . . ef I d JilElda
(2)	 galam Aal ~ijffi€tYjwaR teRwhs sBbag8lmaA8lffiEl<Sl:I 

.... y6ilt '1) tiaal, dit3eFiI'sR @18~ Cwl3emuf, ~Atijk, aR§]~ota QP~Q 

Ga+s~ Il'al:ty ~aliA§ lambat JQ (tigs pwluhJ tleR tOr;flltWRQ, sf5jEik 
aiteRffia~ya ~f=Hm8hQRaR. pmses ~e~sRgQil~R Ban ~emu~ta~R 
IHiStefElRg81il MAlyk pSfl)'idiltBR sBsagalmafl8 drmahsy€l Jjada Ei)at 

(1) dBJist dilal(YIEafl. '€I I b Flaltw 
i'3) KetsAtY3fl sebs§aimafl8 dimahsud ~8da ayat (1) tl a( e 

s~aeila 8flQQeta gPr;lQ	 . 
9.	 t@Ra~~lu"p taRgeR m8IalElJkeU~, tindah ~.Idana;. . 
E.	 ijisaflgl<Q ~Blal(lJhan tiFld8k pldafl8 k9Jahal~fl :r8flQ dl8~Gam 

€I@flgafl pidana mati staw pidaR8 seumur R1QWP afal:J tlf~8ak 

ptda~a lcejahatafl temaaap l:emaflysia8R daR lEeamaAiin 
fl8§B:FEi berdasaFf<;afl bukti pSRftulaan )~R§ Gul<u~; atau 

6.	 dis6IFlglIs melahulEan tindak pidafl8 Id'lusws, 

15 I Atat Kelengkapan I Pasal 52
 
DPRD
 (1)	 Atatkelengkapan DPRD Kabupaten terdiri alas 

a.	 Pimpinan; 
b.	 Badan Musyawarah; 
c.	 Komisi; 
d.	 Badan Kehonmatan; 
e.	 Badan Anggaran; 

:adan Ls§;sl:si fis@f'ah danI i 
i g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh 
I Rapat Paripuma. 

4 

Pasal 52 
(1)	 Alatkelengkapan DPRD Kabupaten terdiJi atas 

a.	 Pimpinan; 
b.	 Badan Musyawarah; 
c.	 Komisi; 
d.	 Badan Kehormatan; 
e.	 Badan Anggaran; 
f	 ::3dzn Pern~ent'Jkan Feraturan Daerah ;dan 
9	 I',lat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibenluk oleh 

Rapat Paripuma. 

5 =1 
Pasal 51 dihilangkan. 

Pasal 52 ayat (1) hunuf f dan ayat (3) 
disempumakan serta ayat (4) 
dihilangkan. 

i 12)	 Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada I (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada 
aya: i1) bersifat koleklif dankoleglal. I ayat (1) bersnat koleknf dankolegial. 

i (3)	 Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh i (3) Oalam rnenja.aoxan tugasnya, ala! kelengkapan dibantu oleh 
Sekretariat. Sekretariat dan dapat dibantu oleh Tim PakarfTim Ahli. 

(1)	 l<efif1isi, ~aijem begis'asi daR BadaR KehsFmataR seGars befhelaI
I tiafj 3 (tige) ~wla~ s€lkali ~aFYS m€m}'amJHilil~aR la~6reR kfJgiataR

i )sRg tt;la~ ijj lal<ldk .... F1 daR rQ~eaRa lEegieat51R YiilR§ alca~ I
 

__~__6~j"I~QI(a~ :J ~a) IJMla~ l\e8e~a~ he~"6r P;fl1~i~a~ 1;)8:oriiR. 
(	 I __J L 
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3 54 

Pasal 55 
(1)	 Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk I (1) 

oleh DPRD pada awal rnasa jabatan keanggotaan DPRD. 
(2)	 Seliap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah I (2) 

satu Komisi. 
(3)	 Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) Komisi. I (3) 
(4)	 Jumlah anggola setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayal (3) (4) 

diupayakan sarna. 
(8)	 PeRBm~ataA ElR§geta fJPRg Eiafa~ 1(€~Fl1isi k@misi gaFi ~EHf3iRd3Ra:R Ice kBmisi (5) 

hemisi Qi8aSa~caR stas WSMI FrsksiRra. 
(6)	 Kelua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota (6) 

Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Paripuma DPRD. 
(7)	 Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke komisi
 

lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun
 (7) 
anggaran. 

(8)	 Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi (8) 
yang digantikan. 

(9)	 Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua
 
setengah tahun.
 

Pasal 57
 
Komisi mempunyai tugas :
 
a.	 mempeRiiR8RltaR daR Ffl8m€lli~aFa Icefl3hmaR ~asieRal €@fta keYhd~eU~ ~1€lgaFa 

. __ .. __.- -_•• - -_. -"jKesatY81'1 RElBw~lik IR88Aesia 86iR 9aer3A" 
b.	 melakukan pembahasan terhadap rarcanqan Peraturan Daerah, dan
 

Rancangan Keputusan DPRD;
 
c.	 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ~eR1baR§MRaR, ~QR1e~Rta~aR, I c. 

SBswsi dOr>l~a~ l:?i€faFlij-'--";:'''-k@dsi_. Fi'l'"'sirg ._~.,,;;:.daR IHH~asyafa'cataR	 m9si~g'"--";:l 

membantu Pimpinan DPRD untuk :nengupav2k2n p'Onyeiesaian masalahId yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD; 

Ie. rnenerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat;II mernpernaukan upaya peningkatan resCjahtefaan r2'·.yat diDaerah; II 

g.	 melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persertujuan g. 
Pimpinan DPRD; 

h.	 mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat: 
I.	 mengajukan usul kepada Pimpinan OPRD yang termasuk dalam ruang
 

,,--,...- ~'dang tugas masing-masing komisi;
 

I I·	 "'~'''U~'''d'' laporan tertulis kepada PimpiT' 
__._..__..aanlucas komisi 

Pasal 55 
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat letap dan 
dibentu~ oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. 
Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggola 
salah satu Komisi. 
Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) Komisi. 
Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diupayakan sama. 
Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretans Komisi dipilih dan dan oleh anggota 
Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Panpuma DPRD. 
Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke 
komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan seliap awal 
tahun anggaran. 
Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota 
Komis! yang digantikan. 
Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua 
setengah tahun. 

Pasal 57 

Pasal 55 ayat (5) 
dihilangkan. 

Pasal 57 hum! a dan c 
disempumakan. 

i 
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Pasal 66
 
Badan Anggaran mempunyai tugas :
 
a.. 
b....dst h.inrfe; 
4, memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan 

Anggaran Belanja DPRD. 

Bagian Kelima
 
BADAN bEGISLASI9',1.RAI-l
 

Pasal 67 
Badan begi,I",; Q"Bfil~ merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang 
bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripuma DPRD. 

Pasal 68 
(1)	 Susunan dan keanggotaan Badan begisla,i ga8fil~ dibentuk 

pada pemnulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan 
tahun siding. 

(2)	 Jumlah Anggota Badan begisl.s; Q.Bfil~ ditetapkan dalam 
Rapat Paripuma rnsrurut perimbangan dan pemerataan jumlah 
Anggota Komisi. 

(3)	 Jumlah Anggota Badan begi,lasi Qaefil~ setara dengan jumlah 
anggota satu Komisi di DPRD yang bersangkutan. 

(4)	 Anggota Badan begi,la,i QaBfil~ diusulkan masing-masing 
Fraksi. 

Pasal 66 Pasal 66 hurur d diubah menjadi 
Badan Anggaran mempunyai tugas : hurul I. 
a .. 
b dsthuruf e; 
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan 

Anggaran Belanja DPRD. 

I 

Bagian Kelima Judul Bagian Kelima dan Pasal 67 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah disempumakan. I 

Pasal 67 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan AlaI Kelengkapan 
DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapal Paripuma DPRD. 

Pasal 68 Pasat 68 disempurnakan. 
(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembenlukan Peraturan 

Daerah dibentuk pada perrnulaan masa keanggotaan DPRD dan 
pemnulaan tahun siding. 

(2) Jumlah .o,nggota Badan Pembentukan Peraluran Daerah 
ditetapkan dalam Rapat Paripuma menurul perimbangan dan 
pemerataan jumlah Anggota Komisi. 

(3) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah selara 
dengan jumlah anggota satu Kornisi di DPRD yang bersangkutan. 

(4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan 
masing-masing Fraksi. 

Pasal 69 Pasal 67 disempurnaksn. 
Pirnp'ran 93da~ Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dan 1 
(S"iUJ oror'9 Keiua can 1 (setu) orang Wakil Ketua yang dipilih 
dar; dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
berdasarl:an prinsip musyawarah dan mufakat; 
Sekrelaris D"RO karena jabatannya adatah Sekretaris Badan 
Pem~en:Jkar, Peraturan Daerah bukan Anggota. 
Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
paling lama 2 y, (dua setengah) tahun 
Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat 
diubah pada setiap tahun anggaran. 

(
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Pasal 70 
. Badan bsgislasi bertugas : 

I 
a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat 

dallar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta 
I alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 
I b. koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara 
[ DPRD dan pemerintah daerah; 
I c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul OPRD
i berdasarkan program priontas yang telah ditetapkan; 

I 

d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi rancangan peraluran daerah tersebut kepada 

I Pimpinan DPRD; 
1 e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan 

I 

daerah yang diajukan oleh anggota, komisi danatau gabungan 
komisi, di luar rioritas rancangan peraturan daerah tahun 
berjalsn atau d luar rancangan praturan daerah yang terdaftar 
daJam program Jegislasi daerah; 

f. mengikuti perkembangan dan rnelakukan evaluasi terhadap 
pembahasan, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah 
melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; 

I 

· g. rnernberkan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan 
Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 

h. membuat laporan kinerja pada akhir keanggotaaan DPRD baik 
yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat 
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan 
berikumya, 

I 
- . P·d R I1t>	 I ersi angan, apat ; 

I Dan Pengambilan I (1)·Keputusan

I.	 I (2)
I	 i (3).	 , 

I (4) 

. . j(51 

Paso! 72 i 
Pada awal masa jabatan keanqpotaan. tahun sidang DPRD (1)'I' 

dirnulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
 
Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Sidang. I (2)
 
Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, I(3)
 
kecuafi pada persidangan leraKhlr dan satu periods
 
keanggotaan DPRD dlakukan tanpa masa reses.
 I 

Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam (4) 
1 (satu) kali reses. I 

Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara (5) 
perseorangan/kelompok untuk mengunjungi Daerah 
Pemilihannya guna menyerap aspirasi m<j rakat. ~ 

Pasal 72 I Pasal 72ayat (8) disempumakan. 
Pada awal masa jaoatan keanggotaan tahun sidang DPRD I 
dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. I 

Tahun Sidang dibagi dalam 3 (Uga) Masa Sidang. 
Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan "iasa Reses, i 
kecusn pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan I 

DPRD dlakukan lanpa masa reses. I 

Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) han keria dalam 1 
(satu) kali reses. 
Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara 
perseoranganikelompok untuk mengunjungi Daerah PemiJihannya I

I 

guna menyerap aspirasij [araka!., I 
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2 3 4 , 1(6)	 Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib I (6) Anggola DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib
 
membuat laporan term's atas hasil pelaksanaan lugasnya pada
 membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada
 
masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang yang
 I 

disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Pan puma. 
masa	 reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang yang 
disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapa! Paripurna. 

(7)	 Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh (7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh AlaI
 
AlaI Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang
 
memerlukan diadakannya rapat. memerlukan diadakannya rapat.
 

I (8)	 KQ~iBtBR dan jadwal _ kegiatan reses ditetapkan oleh (8) Jadwal dan kegiatan selama masa reses sebagaimana dimaksud I
I	 Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dan Badan pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah
 

Musyawarah. mendengar pertimbangan dan Badan Musyawarah.
 

I 
Pasal 81 disernpurnakan. disesuaikan I 

I (1) Han kelja DPRD ditetapkan lima han ke~a mulai han Senin : (1) Han dan jam kerja DPRD adalah: 
Pasal 81	 Pasal81 

dengan Keppres Nomor 68 Tahun I 
sampai dengan han Jum'at. , 19951entang Han Ke~a di Lingkungan Ia.	 hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;I (2)	 Jumlah jam kerja efektif dalam lima han ke~a sebagaimanc Lembaga Pemenntah.I 

b. islirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB;
dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan 

c.	 han Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dansebagai berisut: 
d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB.
 

WIB, Waktu istirahat: Jam 12.00 -13.00 WIB;
 
a.	 han Senin sampai dengan Han Kamis: Jam 07.30 - 16.00 

(2) Han dan Jam Rapat DPRD adalah: 
b.	 han Jum'at: Jam 07.30 - 16.30 WIB, Waklu istirahat: Jam a.	 han Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;

11.30 - 13.00 WIB 
Han	 Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 
16.00 WIB; dan 

b.	 apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 
Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam 
han mulai pukul 19.00 WIB - selesai. 

I	 
Rapat dilaksanakan digedung DPRD.(3) 

(4)	 Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD 

Tata	 Cara "'ers'a~an' Pasal 88 : 
Pembentukan (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dan DPRD atau ' ,1) 

Peraturan Daerah ' Bupati.
i (2)	 Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau (2) 

I 17 

I 

Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah I 

akademik. . ,3) 
'(31 Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada : 
. aya!(1)berdasarkan program legislasi 1 3h. . J.l~"---

karena Ketutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat : 
dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. 

Pasal88 
Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau 
Bupati. 
Rancangan peraturan daerah yang berasal dan DPRD atau Supati 
disertai penjelasan atau keterangan danlatau naskah akademik. 
Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. 

Pasal 88 disernpurnakao 
disesuaikan dengan ketentuan 
15 Permendaori Nomor 1Tahun 

dan 
Pasal 
2014 

----( 
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(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Supati dapat mengajukan I (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Supati dapat mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah diluar program legislasi daerah, rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan 

peraturan daerah. 
(5) Rancangan Peraturan Daerah diluar program pembentukan 

peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(4) yaitu: 
a, akibat putusan Mahkamah Agung; 
b. APBD; 
c. pembatalan atau klarifikasi dan Menten Dalam Negeri atau 

Gubemur, 
d. perintah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

setelah program pembentukan peraturan daerah 
ditetapkan; 

B. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; 
f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa; 
g, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konftik, atau 

bencana alam; 
h. akibat ketja sama dengan pihak lain; dan 
i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

alas suatu Rancangan Penda yang dapat disetujui bersama 
oleh badan pembentukan peraturan daerah dan bagian 
hukum. 

Pasal 89 
(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasai dan DPRD dapat I (1) 

diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau 
Badan b8§islasi. 

(2) Rancangan Peraluran Da~rah yang diajukan oleh Anggota I (2) 
DPRD, Kornisi. (..;aCljn~a'l ~,:JrT:~~i atau Badan Leqislasi Daerah I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara I' 

tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau 
keterangan dan / atau naskah akademik, daftar nama dan 
tandatangan pengusul, dan dioerikan nomor pokok oleh 
Sekretanat DPRD. 

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada I (3) 
ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Sadan 
bBQi~lasi g@@r@~ untuk dilakukan pengkajian 

Pasal 89 
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dan DPRD dapat 
diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Kamisi atau 
Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 
Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggata 
DPRD, Komisi, Gabungan .Komi'i 3tEe ~2'J2n P9mbentukan I 

Peraturan Daerah sebaqamana oimaksco pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai 
dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, 
daftar nama dan tandatangan penqusu dan diberikan namor 
pokok oleh Sakrstariat DPRD. 
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Sadan Pembentuk 
anPeraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian 

Pasal 89 disempumakan frase 
"Legislasi Daerah" diubah menjadi 
frase 'Pembentuk Peraturan Daerah'. 

I I I 

( 
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(4) 

(5) 

I
 

3 

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Sadan I (4)
 
"egist.si DeeraR sebagaimana dimaksud pada ayal (3) kepada
 
Rapal Paripurna DPRD.
 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Sadan I (5)
 
"Ggislasi DiisraR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota
 
DPRD selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelurn Rapat
 

4 

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Sadan 
Pembenlukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepada Rapal Paripuma DPRD. 
Rancangan Peraturan Daerah yang lelah dikaji oleh Badan 
Pembenlukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua 
Anggola DPRD selambal - lambalnya 7 (lujuh) hari sebelum 

5
 

I (6) 
Pari puma DPRD. 
Dalam Rapat Paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada (6) 

Rapat Paripuma DPRD. 
Dalam Rapat Paripuma DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ]' 

ayal(5) : (5) 
a. pengusul memberikan penjelasan; a. pengusul rnernberikan penjelasan; 
b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; 

dan dan 
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan c. pengusul memberikan jawaban alas pandangan fraksi dan 

anggola DPRD lainnya. anggola DPRD lainnya. 
(7) Rapal Paripuma DPRD memuluskan usul Rancangan Peraluran (7) Rapat Paripuma DPRD rnemutuskan usul Rancangan Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2), berupa : Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa : 
a. perselujuan; a. persetujuan; 
b. persetujuan dengan pengubahan; dan b. perselujuan dengan pengubahan; dan 
c. penolakan. c. penolakan. 

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi 
Komisi, Gabungan Komisi, Badan bsgi.lasi !JaeraR atau Panitia Komisi, Gabungan Kornisi, Sadan Pembenlukan Peraturan 
Khusus unnik menyempumakan Rancangan Peraluran Daerah Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempumakan Rancangan 
tersebut. Peraturan Daerah tersebut. 

(9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD I (9) Rancangan Peraturan Daerah yang lelah disiapkan oleh DPRD 
disampaikan dengan sural Pimpinan DPRD kepada Bupati. disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Supati. 

Pasal 92 Pasal 92 Pasal 92 ayat (3) disempumakan. 
(~ ) Rancangan Peraluran Daerah yang berasal dan DPRD ",au· '. ;:;2,"cangan Peraturan Daerah yang berasal dan DPRD atau ; 

Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan Supati dibahas oleh DPRD dan Supati untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. persetujuan bersama. 

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana '.2) Pernbahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
,, dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) t!ng~at d,r;;ksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat' 

~_l__.~_ 
I

l 
pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 
lingkal II. 

I dan pembicaraan 'I 

I ~ 
pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 
tingkat II. 

I dan pembicaraan I 
i 
I 
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(3)	 Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuli : 
a.	 dalam hal Rancangan Peraluran Daerah berasal dari Supan 

dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 
~ penjelasan Bupati dalam Rapal Paripuma mengenai 

Rancangan Peraluran Daerah; 
;k pemandangan Umum Fraksi lerhadap Rancangan Peraluran 

Daerah: dan 
4, tanggapan dan/alau jawaban Supali terhadap Pemandangan 

Umum Fraksi; 
b.	 dalam hal Rancangan Peraluran Daerah berasal dan DPRD 

dilakukan dengan kegiatan sebagai belikut : 
1.	 penjelasan Pirnpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, 

Pimpinan Badan b@gislaGi @iil8raR atau Pimpinan Panilia 
Khusus dalam Rapal Paripuma mengenai Rancangan 
Peraluran Daerah; 

2.	 pendapat Bupati ternadap Rancangan Peraturan Daerah; dan 
3.	 tanggapan dan/atau jawaban Fraksi lerhadap Pendapat Bupati; 

c.	 pembahasan dalam Rapal Komisi, Gabungan Komisi atau Panilia 
Khusus yang dilakukan bersama dengan Supati atau Pejabal yang 
ditunjuk untuk mewakilinya. 

(4)	 .....dst (5) 

Pasal 93 
(1 ) Rancangan Peraturan Daerah dapal ditarik kembali sebelum dibahas 

bersama oleh DPRD dan Supali. 
(2)	 Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapalditarik 

kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Supan. 
I (3) Penrikan kembali Rancangan Peraluran Daerah sebagaimana 

dimaksud pada avat ! 1\ c'eh DPRD. dilakukan dengan kepulusan 

I
I Pimpinan DPRD dengan disenai slasan-alasan penarikannya. 
(4)	 Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan sural Bupaf 
disertai alasan-assan penarikannya. 

(5)	 Penarikan xernbau Rancangan Peraturan Daerah sebaqaenana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Supali dengan disertai 

(3)	 Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuli : 
a.	 dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Supan
 

dilakukan dengan kegialan sebagai berikul :
 
1.	 penjelasan Supati dalam Rapat Palipuma mengenai Rancangan
 

Peraluran Daerah:
 
2.	 pemandangan Umum Fraksi ternadap Rancangan Peraturan
 

Daerah; dan
 
3.	 tanggapan daa/atau jawaban Supati lerhadap Pemandangan
 

Umum Fraksi;
 
b.	 dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD
 

dilakukan dengan kegiatan sebagai belikul :
 
1.	 penjelasan Pimpinan Komisi. Pimpinan Gabungan Komisi,
 

Pimpinan Sadan Pembentukan Peraturan Daerah atau Pimpinan
 
Panilia Khusus dalam Rapal Paripuma mengenai Rancangan
 
Peraluran Daerah;
 

2.	 pendapat Supali terhadap Rancangan Peraluran Daerah; dan 
3.	 tanggapan danlatau jawaban Fraksi lerhadap Pendapal Supan; 

c.	 pembahasan dalam Rapal Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia
 
Khusus yang dilakukan bersama dengan Supati alau Pejabat yang
 
dilunjuk unluk mewakilinya.
 

(4)	 ....dsl (5) 

Pasal 93	 I Pasal 93 
(1) Rancangan peraluran daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas disempumakan. 

bersama oleh DPRD dan Supati. 
(2)	 Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayal (1) oleh DPRD, dilakukan dengan kepulusan pimpinan DPRD 
dengan disertai alasan penarikan. 

(3)	 Penarikan kembali r'l"cangan ~er2t~r2n daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) oleh ec~a,i, c,sc~,pcif.an dengan sural Supati disertai 
alasan penarikan. 

(4)	 Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapal ditarik 
kembali berdasarkan o:ersetujuan tersarna DPRD dan Supali. 

(5)	 Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayal (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripuma DPRD yang 
dihadiri oleh Supati. 

perselujuan bersama. I (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapal diajukan lagi 
I (6) Rancangan Peraiuran Daerar, yang ditarik kembali tidak dapat diajukan pada masa sidang yang sama.,~ I I	 Ikembali.	 I ._.. I 
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Pasal 104	 , DPRO dibentuk Sekrelaiat OPRD. 
(1 ) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan II (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekrelaiat DPRO ditetapkan 

wewenang DPRO dibentuk Sekretaiat Dewan yang susunan dan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
organisasi tata kerjanya diletapkan dengan Peraturan Daerah perundang-undangan, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan. (3)	 Sekretariat DPRO sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipimpin 

oleh seorang Sekretans yang diangkat dan diberhentikan denganI 
L	 keputusan Bupali alas PC 'tujuan Pimpinan DPRO,
-~- ---------{ 

I
,i	 pusat sesuai dengan ketentuan perundanq-undanqan. 

18	 Sistem Pendukunq ! BagiaR PSRama Pasal 104 Judul Bagian Pertarna dihilangkan. ! 
!"'IDe''""'''-', "_.	 SEKRET OtRIAT 9PR9 (f: 'Jntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang i ­ Pasal 104 ayat 1,1) disempumakan : 

i2 53	 4 

Pasal 95 Pasal 95 ayat (6) dan ayat (7)Pasal 95 
(1)	 Rancangan Peraturan Oaerah sebagaimana dimaksud dalam 1(1) Rancangan Peraturan Oaerah sebagaimana dimaksud dalam disernpurnakan. 

Pasal 95 ditetapkan oleh Supati dengan membubuhkan tanda Pasal 95 ditetapkan oleh Supati dengan membubuhkan tanda
 
tangan dalam jangka waktu paling lambal 30 (tiga puluh) han
 tangan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) han sejak
 
sejak Rancangan Peraturan Oaerah tersebut disetejui bersama
 Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh
 
oleh OPRO dan Supati.
 OPRO dan Bupati. 

(2)	 Oalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana i (2) Dalarn hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
 
dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupau dalam i paca ayat (1) tidak ditandstanqani oleh Bupati dalam waktu paling
 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak Rancangan
 larnoat 30 (tiga puluh) han sejak Rancangan Peraturan Daerah
 
Peraturan Oaerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan
 tersebut disetuiui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah
 
Peraturan Oaerah tersebut sah menjadi Peraturan Oaerah dan
 tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan
 
wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 dalam Lembaran Daerah. 

(3)	 Oalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana I (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi
 dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya bertlunyi :
 
: Peraturan Daerah ini dinyatakan ssh. Peraturan Oaerah inidinyatakan sah,
I 

(4)	 Kalimat pengesahan yang bertJunyi sebagaimana dimaksud 1(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada 
pada ayat (3) hanus dibubuhkan pada halaman terakhir 
Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan 
Daerah ke dalam Lembaran Daerah,

I (5i	 Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam I (5) 
Lembaran Daerah. 

(6)	 Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, 1(6) 
Retribusi Oaerah dan Tata Ruang Oaerah sebelum diundangkan 
dalam Lembaran Oaerah hanus dievaluasi oleh Pemerintah 
dan/atau Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan 
penundang-undangan, 
Peraturan Daerah seteJah diundangkan dalam LembaranI (7) 
Oaerah hanus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau I(7) 
Gubemur sesuai dengan ketentuan perunoanc-undar.carI 

ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan 
Oaerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Oaerah ke 
dalam Lembaran Daeran 
Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran 
Oaerah. 
Peraturan Daerah yang berkaitan dengan RPJP. RPJM, 
Pembentukan Desa. Kelembaqaan Oaerah. APBO, Pajak Oaerah, 
Retribusi Oaerah dan Tata Ruang Oaerah sebelum diundangkan 
dalam Lembaran Oaerah harus dievaluasi oleh Gubemur sebagai 
wakil pernenntah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundanq-undanqan. 
Peraturan Oaerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah 
~3US disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil oemerintah 

dan diJadikan avat baru. 
Ayat (3) dihilangkan 

___J
I 
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(2)	 Sekretariat DPRD Sebagai:ana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan1

! diberhentikan dengan keputusan Supati atas persetujuan 
! Pimpinan OPRD. 

19	 I Pakaian Anggota Pasal 106 
OPRD (1)	 Pakaian Rapat Anggota DPRD Kabupaten Mesuji ; 

a.	 [)alam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota 
DPRD mengenakan Pakaian: 
1.	 Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak 

mengambil keputusan DPRD; 
2.	 Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan 

·'1er.Qamb,1 ke:uusan CPRD. I 

b.	 Gala", menqhadiri Rapat Panpurna lsnrnewa Pirnpinan dan 
Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan 
Feci ~'Jasional danbagi wanita berpakaian kebaya Nasional; 

c.	 Qalae, I;ili metakukan kunjunqan ke~a atau peninjauan 
lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRO memakai Pakaian 
Sipil Hanan atau Pakaian Dinas Harlan; 

d. Qalam acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota OPRO 
I dapat memakai Pakaian Ad aVOaerah; 

I ~2)Pakaian ,'\e~a Harian Anggota OPRD Kabupaten Mesuji:'- L b. l-lan Senin . Rabu : Pakaian Sipil Harian 
l__ C.~I Kamis . Jumat : Pakaian S( .ampung 

4 

(4)	 Sekretaris OPRO dan Pegawai Sekretariat DPRO berasal dan 
Pegawai Negeri Sipil. 

(5)	 Sekretariat OPRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan dan administrasi keuangan OPRO, mendukung 
pelaksanaan tugas dan lungsi tugas DPRO dan mengkoordinir 
serta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh OPRO 
sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(6)	 Sekretaris OPRO dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 
dimaksud ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRO dan secara 
administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Oaerah. 

,5 ~ 

I
, 

!, 
I 

I 
I 
! 

Pasal106 ayat (1) hurufa dan huruf c 
disempumakan. 

a.	 han Senin . Rabu 
b. han Kamis - Jumat ( 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN MESUJI
 

KETUA,
 

1 4 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN MESUJI
 

KETUA,
 

Diundangkan di Mesuji 
pada tanggal 2014 

SEKRETARIS DAERAH
 
KABUPATEN MESUJI.
 

l 5 

Pasal108 disempurnakan. 

Frase "pada tanggal ....2014" 
tidak perle digans bawahi. 
Tambahkan kolom 
penandatanganan pejabat yang I 
mengundangkan dan 
pengundangannya. 
Nama pejabat yang menetapkan 
tanpa pangkatdan gelar. 

I 

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ..... NOMOR ... J 

(
 

I 




